
59  

BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis mendapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Pengaturan mengenai Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong merupakan suatu dasar dan upaya perlindungan 

yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah, namun terkait konkrektisasi dari Peraturan 

Daerah tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten 

Sorong, sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 

Sorong. Namun terhadap konkretisasi pada tataran aturannya masih belum nyata sehingga 

disisi lain Perda tersebut juga memicu sengketa sebab adanya ketidakjelasan baik dari UU 

Otsus dan khususnya Perda Nomor 10 Tahun 2017. Sehubungan dengan permasalahan 

tersebut terdapat ketidakjelasan dalam UU Otsus terkait proses penyelesaian sengketa dan 

ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagai 

bentuk penghormatan dan pengakuan yang sah secara hukum. Selain itu secara khusus 

terkait proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat, di dalam Perda Kabupaten 

sorong ini tidak mengatur secara tegas tentang penetapan batas wilayah tanah ulayat 

Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai salah satu bentuk rekognisi. Kemudian terkait 

pembentukan Tim Ad Hoc pun tidak diatur secara tegas sehingga belum ada dasar yang 

jelas.untuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengadilan adat sendiri secara instansi 

yang formal keberadaannya belum ada, akan tetapi dalam praktik secara turun-temurun 

proses pengadilan adat dilakukan melalui forum mediasi (Non-litigasi) oleh Lembaga Adat 

Malamoi (LMA Malamoi) yang secara organisasi telah diakui oleh Pemerintah Daerah 

setempat. Oleh sebab itu, demi tegaknya hukum yang arif maka upaya hukum ini perlu 

dilakukan untuk mengkonkretisasikan hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di 

Kabupaten Sorong. 

Meskipun demikian, sampai sekarang mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak 

Masyarakat Hukum Adat Moi belum ada keputusan yang ditetapkan baik melalui 

Pengadilan Adat, maupun pengadilan yang berwenang. Sesungguhnya telah jelas 
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pengakuan terkait keberadaan wilayah tanah ulayat, pengakuan dan penghormatan 

terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi, namun dalam penerapannya tidak ada 

kepastian hukum yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat sehingga hal ini 

menyebabkan terjadinya sengketa wilayah tanah ulayat yang berkepanjangan serta juga 

secara tidak langsung menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat, 

secara khusus hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi selaku pemangku hak ulayat di 

Kabupaten Sorong. 

2.  Dalam hal upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Masyarakat Hukum Adat Moi yang 

terjadi tentang ketidakpastian hukum yang sebelumnya telah mengatur dan menghormati 

hak ulayatnya namun diabaikan. Sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa 

sawit di Kabupaten Sorong, maka perlu dilakukan konkretisasi pengakuan dan 

penghormatan terhadap keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yakni terhadap pengakuan dan penghormatan hak ulayat 

Masyarakat hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Selanjutnya bersamaan dengan 

eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara hukum nasional, mengenai 

pengakuan eksistensi hak ulayat diatur dalam Pasal 33 ayat 3, UUD 1945: “Bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Selain itu diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria 

sebagai berikut: Sehingga dengan menggigat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 

2, maka konkretisasi hak ulayat dan hak-hak dasar sebagai manusia (HAM) yang serupa 

dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional dan 

Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Kemudian 

menindaklanjuti adanya upaya hukum sebagai bentuk tindakan nyata oleh Pemerintah 

Kabupaten Sorong dengan mengkongkretisasi pengakuan dan penghormatan hak ulayat 

Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, maka sebaiknya perlu dilakukan 

proses mediasi melalui Pengadilan Adat setempat sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2017. Selain proses mediasi melalui 

pengadilan adat, juga tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk 

melanjutkan proses penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan yang berwenang 

(sesuai dengan tingkatanya), apabila pihak yang bersengketa merasa keputusan yang 

dihasilkan oleh Tim Ad Hoc melalui pengadilan adat tersebut tidak sesuai, maka hasil 

keputusan sebelumnya dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim di 
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lingkungan pengadilan Negara tingkat pertama yang berwenang sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Papua (OTSUS). 

Sehingga dengan adanya berbagai upaya hukum yang dilakukan dengan metode 

penyelesaian sengketa (mediasi antar pihak-pihak yang berkepentingan) berdasarkan 

Hukum Positif yang berlaku, diharapkan para pihak yang bersengketa dalam hal ini dapat 

menemukan titik terang (solusi hukum) dan kepastian hukum secara khusus terhadap hak 

ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Moi sehingga dapat dikonkretisasikan di Kabupaten 

Sorong sebagaimana mestinya. Selanjutnya upaya hukum tersebut di atas, yaitu dengan 

mengkonkretisasikan Peraturan Daerah, maka secara tidak langsung hal ini juga menjadi 

suatu upaya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat 

Moi sebagai pemangku wilayah tanah ulayat di Kabupaten Sorong dan pihak ketika yang 

telah ada dan/atau terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi agar tetap diakui 

Keberadaannya. 

 

5.2 Saran 

 
Sehubungan dengan urain di atas, sudah diketahui bahwa meskipun telah ada 

Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus di dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus juncto Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di 

Kabupaten Sorong, namun kepastian hukum terhadap Pengakuan dan Penghormatan Hak 

Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang belum bisa dikonkretisasikan baik oleh pihak 

pelaku usaha (perusahaan) maupun oleh Pemerintah Daerah setempat, maka untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang 

berkepanjangan dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, oleh sebab itu sebaiknya 

perlu dilakukannya mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa sebagai bentuk 

upaya hukum untuk mengkongkretisasikan Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak 

Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagaimana dengan yang diatur 

dalam Peraturan Daerah tersebut.  

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat 

Moi di Kabupaten Sorong apabila hasil mediasi yang dihasilkan melalui forum mediasi harus 

ditindaklanjuti untuk dibawa ke lingkungan Pengadilan Negara yang berwenang sesuai 
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dengan tingkatannya, guna untuk menjamin adanya kepastian hukum atas keputusan yang 

dihasilkan oleh Pengadilan Adat Masyarakat Adat Papua, maka perlu adanya pengawalan 

sampai pada penetapan keputusan di lingkungan Pengadilan yang berwenang sehingga hasil 

mediasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, secara khusus bagi 

Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. 
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